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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa 
Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur 
yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembangunan nasional yang 
dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang 
dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh 
keseluruh pelosok tanah air. Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, 
maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan 
mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang 
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi 
kehidupan masyarakat, sudah barang tentu memerlukan pengorganisasian 
pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan jaman. 
Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat 
tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah
sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara 
memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan 
otonomi. Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka otonomi daerah di 
definisikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan juga 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masayarakat (Suparmoko, 2002:61).
Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya 
perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial 
adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.
Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, 
mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung 
pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota 
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan 
pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi 
peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. 
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
Klasifikasi Kecamatan diatur pada pasal 223 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 dibagi menjadi dua yaitu:
1. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang 
besar.
2. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang 
kecil.
Tugas Camat juga diatur dalam pasal 225 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 
yaitu:
a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (6).
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 
umum.
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan 
oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah 
kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.
Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan 
sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, 
namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian 
kewenangan otonomi daerah dan penyelengaraan tugas-tugas umum 
pemerintahan dalam wilayah kecamatan (Kertapraja, E Koeswara, 2007).
Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan peran 
Camat dalam mengawasi kinerja kepala desa. Kemudian akan dijadikan suatu 
penulisan hukum dengan judul “IMPLEMENTASI PERAN CAMAT 
TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 
TENTANG KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA 
KEPALA DESA DI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN 
KLATEN”
B. Rumusan Masalah
Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang ada, 
maka penting bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan di 
bahas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana implementasi peran camat terkait peraturan pemerintah 
nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan dalam meningkatkan kinerja 
kepala desa di Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh camat untuk meningkatkan 
kinerja kepala desa dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan 
tersebut?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan diatas maka dalam suatu kegiatan penelitian 
terdapat tujuan yang hendak dicapai untuk memberikan arahan dalam 
melangkah. Pada suatu penelitian dikenal ada dua macam tujuan, yaitu 
tujuan objektif dan tujuan subjektif adapun tujuan yang hendak dicapai 
penulis adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Objektif
Tujuan objektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari 
tujuan umum, sasaran yang dicapai dari permasalah yang berasal 
dari penelitian itu sendiri, yaitu sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui bagaimana peran camat dalam 
meningkatkan kenerja kepala desa di Kecamatan Klaten 
Selatan Kabupaten Klaten.
b. Untuk mengetahui hambatan serta solusi dalam meningkatkan 
kinerja kepala desa di Klaten Selatan Kabupaten Klaten.
2. Tujuan Subjektif
Tujuan subjektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari 
pribadi penulis sebagai dasar dalam melakukan penelitian, yaitu 
sebagai berikut:
a. Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan kemampuan 
penulis di bidang ilmu hukum dan hukum tata negara pada 
khususnya.
b. Untuk menggali kemampuan analisis penulis dalam bidang 
ilmu hukum khususnya ilmu hukum tata negara sebagai salah 
satu fokus dari penulis.
c. Untuk memenuhi persyaratan akademisi guna memperoleh 
gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret.
D. Manfaat Penelitian
Sebuah penelitian diharapkan bisa bermanfaat yaitu memberikan 
ilmu pengetahuan kepada penulis itu sendiri maupun bagi orang lain yang 
membacanya. Adapun manffat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada 
umumnya, dan hukum tata negara pada khusunya.
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah refrensi dalam 
kepustakaan tentang peran camat dalam mengkoordinasi para 
kepala desa setempat.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemecahan 
atau solusi sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Maanfat Praktis
a. Mengembangkan penalaran dan pola piker penulis dalam meneliti 
permasalahan hukum. 
b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
tambahan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan 
berbagai pihak yang terkait dengan masalah yang menjadi pokok 
bahasan.
E. Metode Penelitian
Metode mempunyai beberapa pengertian yaitu logika dari 
penelitian ilmiah,studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu 
sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan pengertian 
tersebut, dapat dikatakan bahwa metode penelitian pada hakikatnya 
memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, 
menganalisa dan memahamai lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Oleh 
karena itu, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan 
dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, 
sistematis, dan konsisten (Soerjono Soekanto, 2014:5-6).
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian 
empiris yaitu penelitian yang awalnya meneliti data sekunder, untuk 
kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di 
lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014:52).
2. Sifat Penelitian
Ditinjau dari sifatnya penulisan hukum ini bersifat deskriptif. 
Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
maupun pemaparan mengenai obyek penelitian yang penulis kaji yaitu 
tentang peran camat dalam meningkatkan kinerja kepala desa di 
kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah 
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang 
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata 
(Soerjono Soekanto, 2014:32).
4. Lokasi Penelitian
Penelitan ini dilakukan di Kantor Kecamatan Klaten Selatan 
Kabupaten Klaten yang beralamat di Jalan Dr. Soeradji Tirtonegoro 
No. 136 Jetis, Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57421 
Lokasi penelitan tersebut dipilih oleh karena Kabupaten Klaten adalah 
daerah otonom yang produktivitas yang cukup tinggi, serta tertarik 
untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran camat dalam meningkatkan 
kinerja kepala desa di Kecamatan Klaten Kelaten Kabupaten Klaten.
5. Jenis dan Sumber Data Penelitian
Penelitian secara umum dibedakan antara data yang diperoleh 
secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang 
diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, 
sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah 
data sekunder (Soerjono Soekanto, 2014:51). Jenis dan sumber data 
yang digunakan dalam penelitian  ini diantaranya:
a. Data Primer
Merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara 
langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau 
diperoleh dari wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta 
atau juga bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber 
yang pertama (Soerjono Soekanto, 2014:12). Dalam penelitian ini 
data diperoleh secara langsung dari Kantor Kecamatan Klaten 
Selatan Kabupaten Klaten serta pihak-pihak yang terkait.
b. Data Sekunder
Merupakan data yang bersumber dari penelitian 
kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumber 
pertamanya melainkan bersumber dari data-data yang sudah 
terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum (Soerjono 
Soekanto, 2010:24). Bahan hukum tersebut berupa peraturan 
perundang-undangan, seperti:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah.
3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintah 
Desa.
4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi 
daerah.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa
6) Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan.
7) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomer 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Klaten.
8) Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten.
9) Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten  Tahun 2015.
10) Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bagian 
Tata Pemerintahan Setda Kabupaten  Klaten 2015.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk 
mengumpulkan dari salah satu atau beberapa sumber data  yang 
ditentukan untuk memperoleh data lengkap. Pengumpulan data dalam 
satu penelitian merupakan hal sangat penting dalam penulisan (Lexy. J. 
Moleong, 2009: 216). Teknik pengumpulan data yang penulis 
pergunakan yaitu:
a. Studi Pustaka
Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang 
dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik 
di perpustakaan maupun di tempat lain. Literatur yang digunakan 
tidak terbatas pada buku-buku tetapi juga bahan-bahan 
dokumentasi serta artikel-artikel yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis 
menghimpun data di perpustakaan pusat Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.
b. Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan yang digunakan oleh penulis adalah 
dengan metode wawancara (interview) dengan Camat Klaten 
Selatan Kabupaten Klaten dan mengambil sampel beberapa 
kepala desa di lingkungan Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten 
Klaten. Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab dengan 
maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 
diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan 
tersebut. Pada penelitian ini pewawancara adalah peneliti dan 
yang diwawancarai adalah informan. Wawancara dilakukan 
secara baku terbuka yaitu urutan, kata-kata, dan cara 
penyampaian dilakukan secara sama untuk semua informan (Lexy 
J. Moleong, 2006 : 186).
7. Teknik Analisis Bahan Hukum
Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis data dengan 
metode silogisme melalui pola berpikir deduksi. Pola berpikir deduksi 
ini terdapat 2 (dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu 
hukum yaitu premis mayor dan premis minor. Kedua premis tersebut, 
kemudian ditarik kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 89-90). 
Premis mayor merupakan aturan hukum yang berlaku, dalam 
penelitian ini premis mayor adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang PEMDA terkait peran Camat dalam meningkatkan 
kinerja kepala desa di kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten. 
Premis minor adalah fakta hukum dalam pelaksanaan dari pelaksanaan 
peran Camat dalam meningkatkan kinerja kepala desa di Kecamatan 
Klaten Selatan Kabupaten Klaten.
Terkait rumusan masalah yang pertama dalam menganalisis 
Bagaimana peran Camat dalam meningkatkan kinerja kepala desa di 
Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten, penulis melakukan kajian 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda 
yang dijadikan sebagai dasar kajian Peraturan Perundang-Undangan 
mengatur mengenai peran Camat dalam meningkatkan kinerja kepala 
desa.
Rumusan masalah yang kedua tentang kendala-kendala serta 
solusi yang dihadapi Camat dalam meningkatkan kinerja kepala desa, 
penulis akan mengkaji berdasarkan wawancara yang penulis lakukan 
dengan Camat Klaten Selatan Kabupaten Klaten. Alasan penulis 
menggunakan pisau analisis wawancara karena dalam menjalankan 
perannya Camat mempunyai kendala serta permasalahan dalam 
meningkatkan kinerja kepala desa. Dalam hal ini hambatan-hambatan 
serta solusi yang terjadi dalam meningkatkan kinerja kepala desa akan 
penulis jabarkan serta dikaji melalui penyelenggaran pemerintahan.
F. Sistematika Penulisan Hukum
Sistematika penulisan hukum bertujuan memberikan gambaran 
secara menyeluruh dan mempermudah pemahaman terkait seluruh isi 
penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum (skripsi) ini 
terdiri atas 4 (empat) bab dan dalam tiap tiap bab terbagi dalam sub-sub 
bagian sehingga dapat memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan 
hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah 
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika 
penulisan hukum.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini diuraikan tentang materi-materi 
dan teori-teori serta uraian sistematis tentang  :
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan umum tentang pemerintahan
2. Tinjauan umum tentang peran Camat dan 
Kantor Camat
3. Tinjauan umum tentang Kepala desa 
mengenai hak, wewenang dan kewajiban 
kepala desa
B. Kerangka Pemikiran 
Hal-hal tersebut diatas merupakan landasan-
landasan yang nantinya mendasari analisis hasil 
penilitian yang diperoleh dari studi kepustakaan 
yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan 
dalam penelitian ini. Sedangkan di dalam 
kerangka pemikiran, penulis akan menampilkan 
dan menjabarkan bagan untuk mempermudah 
pemahaman.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini berisikan tentang uraian hasil 
penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan 
pembahasannya. Dimana dalam sub bab pertama 
menguraikan bagaimana peran camat dalam 
meningkatka kinerja kepala desa. Dalam sub bab 
kedua menguraikan kendala-kendala serta solusi 
yang dihadapi Camat dalam meningkatkan kinerja 
kepala desa. 
BAB IV PENUTUP
Dalam bab ini meliputi kesimpulan jawaban 
pada perumusan masalah serta saran maupun kritik 
yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
DAFTAR PUSTAKA

